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BUPATI PIDIE

QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 4 TAHUN 2011

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil
merupakan urusan wajib bagi pemerintah kabupaten dalam rangka
memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi
dan status hukum setiap peristiwa kependudukan, dan peristiwa
penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan di
luar Kabupaten Pidie;

b. bahwa sebagai tindak lanjut penjabaran pelaksanaan ketentuan
pasal 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu mengatur
pedoman teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
dan catatan sipil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang
Penyelenggaraan Admininstrasi Kependudukan:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten- kabupaten dalam lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1956 nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 172,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3893).

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);

7. Undang-Undang…………………



2

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
4428);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 63. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674);

10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4736);

12. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan
Oraganisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Pidie;

13. Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah
NanggroeAceh Darussalam tahun 2008 Nomor 06, Tambahan
Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16);

14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan
Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN

dan

BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.

4. Dewan……………………
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut
DPRK adalah DPR Kabupaten Pidie.

5. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekdakab
adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie.

6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemerintah Kabupaten Pidie yang dibentuk berdasarkan Qanun
Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupten Pidie.

7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan
dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data
Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil,
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan
pembangunan sektor lain.

8. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang
bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Pidie.

9. Pendatang adalah penduduk Warga Negara Indonesia, Orang
Asing yang bermaksud tinggal sementara di Kabupaten Pidie
dalam jangka waktu 30 hari sampai 1 (satu) tahun.

10. Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang
melakukan kunjungan singkat di Kabupaten Pidie yang lamanya
kurang dari 30 hari.

11. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia
asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-
undang sebagai Warga Negara Indonesia.

12. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
13. Mahkamah Syariah adalah peradilan bagi orang-orang yang

beragama Islam.
14. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah

kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
15. Kantor Urusan Agama Kecamatan, disingkat KUA Kec, adalah

satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai
dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama
Islam.

16. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana selanjutnya
disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat
kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil
dengan kewenangan menerbitkan akta.

17. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

18. Pemerintahan Gampong adalah pemerintahan yang terdiri dari
keuchik dan badan permusyawaratan gampong yang disebut Tuha
Peuet.

19. Keuchik adalah kepala pemerintahan Gampong yang dipilih
secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat.

20. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan
oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti
autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil.

21. Data………………….
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21. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data
agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil.

22. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk,
pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan
pendataan rentan administrasi kependudukan serta penerbitan
dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat
keterangan kependudukan.

23. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk
yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap
penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda
Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya
meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal
terbatas menjadi tinggal tetap.

24. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah
nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal
dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk
Indonesia.

25. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas
keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan
hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

26. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah
identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh
Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

27. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami
oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi
Pelaksana.

28. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan
pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada
Instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

29. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang
meluputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,
pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,
perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan,
pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa
penting lainnya.

30. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap
bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi
menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.

31. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang
berumur paling sedikit 28 (dua pulu delapan) minggu pada saat
dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupannya.

32. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.

33. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami isteri sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

34. Permbatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

35. Pembatalan…………………..



5

35. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

36. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh
kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.

37. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan
hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang
sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan
pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan
keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau
penetapan pengadilan.

38. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap
anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan
ibu kandung anak tersebut.

39. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang
lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan
perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

40. Perubahan Nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya
nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai
denga hukum yang berlaku.

41. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status
kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi
WNA atau seorang WNA menjadi Warga Negara Republik
Indonesia sesuai dengan Ketentuan hukum yang berlaku.

42. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh
Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain
perubahan jenis kelamin.

43. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah
pencatatan pengangkatan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan
pemberian stempel pad dokumen kependudukan tersebut.

44. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada
Orang Asing untuk tinggal di wilayah Kabupaten Pidie dalam
jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

45. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang
Asing untuk tinggal menetap di wilayah Kabupaten Pidie sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

46. Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling yang
selanjutnya disebut UP3SK adalah unit pelayanan keliling yang
mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan
pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di
kecamatan dan gampong.

47. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas
dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan
penyajian Data Kependudukan di gampong.

48. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya
disingkat SIAK, adalah system informasi yang memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi
pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat
Penyelenggaraan dan Instansi Pelakasna sebagai satu kesatuan.

49. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan,
dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilingdungi kerahasiaannya.

e. Petugas……………….


